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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan
rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2022, adapun Rencana Kerja (Renja) ini merupakan suatu
landasan dalam mewujudkan VISI dan MISI Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target yang ingin dicapai serta
Kebijakan dan Program yang dilaksanakan untuk 1 (satu) tahun yang akan datang
diharapkan tidak menyimpang dari Rencana Kerja yang telah disusun. Rencana
Kerja (RENJA) ini mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2022 — 2026
dan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2022-2026.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, secara eksplisit menetapkan kebijakan-
kebijakan prioritas sebagai acuan dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya
yang dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 disusun, semoga bisa terlaksana
dan untuk menjadikan periksa.

Lamongan, 7 Juli 2021

{TWEREAG WIDODO, S.S0s., M.M.
— Pembina Tk. 1
NIP. 19681219 198903 1 004
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana
Strategis (Renstra) perangkat daerah yang mengacu pada RKPD. Renja Perangkat
Daerah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan
oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa
yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta
bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan perangkat daerah
sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis
dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka
menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan awal;

c. Penyusunan rancangan;



d. Pelaksanaan forum Perangkat daerah/lintas Perangkat Daerabh;
e. Perumusan rancangan akhir; dan
f. Penetapan.

Selanjutnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran
(RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2022
sebagai tahapan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum
Landasan operasional dari Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah
sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonrsia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Derah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Nefara Republik Indonesia Nomor 4817);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara
Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD Dan
RKPD;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan daerah
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2016 — 2021;

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor ..... Tahun 2019 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.

1.3 Maksud Dan Tujuan
a. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai pedoman
bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggara
Anggaran (DPA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAK]IP), pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk satu tahun mendatang sebagai

implementasi visi, misi dan kebijakan perangkat daerah.

b. Tujuan

Tujuan di susunnya Renja Perangkat Daerah :
= Sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh personil Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

untuk satu tahun mendatang sebagai implementasi visi, misi dan kebijakan OPD.



Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum khususnya
administrasi kependudukan melalui program : Pelayanan Administrasi Perkantoran,
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur,
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Penataan Administrasi Kependudukan,
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan, Peningkatan Pelayanan Publik
Pencatatan Sipil, Pemanfaatan Data dan Inovasi Tertib Administrasi Kependudukan.
Ikut serta mendukung program Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemerintah
Provinsi berkaitan dengan Administrasi Kependudukan diantaranya KTP Elektronik,
Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, dan
Pelayanan Penerbitan Akta Kematian.

Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan
daerah.

Meningkatkan partisipasi masyarakat akan tertib dokumen administrasi kependudukan.
Memantapkan penyajian data kependudukan yang valid, lengkap dan mutakhir dengan

cara menvisualisasikan data administrasi kependudukan secara digital dan non-digital.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perangkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN,

Bab ini memuat :

1.1 Latar belakang;

1.2 Landasan Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah;
1.4 Sistematika Penulisan.

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Pelaksaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerabh;

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Derah;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB Il TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat :



3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional;
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
3.3 Program Dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BABV PENUTUP

Bab ini memuat :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan

c. Rencana Tindak Lanjut



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tahun 2022 dilaksanakan untuk :

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,

2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang memenuhi target Kkinerja
hasil/keluaran yang direncanakan,

3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan. Sehingga dengan adanya pelaksanaan
evaluasi dapat diketahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program/kegiatan;

b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat
Daerah;

c. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk

mengatasi fahtor-faktor penyebab tersebut.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan pada
dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022.
Pada Tahun 2022 total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan sebesar Rp. Rp 10,547,880,480,- yang dialokasikan untuk

pelaksanaan 5 program, 15 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan.



Sedangkan untuk capaian kinerja pada tahun berjalan yaitu tahun 2021 kami
perkirakan bahwa pelaksanaan program / kegiatannya akan sesuai dengan target
rencana. Pencapaian kinerja tahun 2021 belum dapat dikaitkan dengan pencapaian
target pencapaian kinerja tahunan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan Periode 2016-2021, dikarenakan
Rencana Kerja 2021 masih dalam tahun berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat daerah tahun 2021 dan pencapaian Renstra
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sampai dengan

tahun 2022 adalah sebagaimana tabel berikut :



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Nama PD: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Tabel T-C.29

s/d Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Kabupaten Lamongan

Lembaran:

(8) = (10) = (11) =
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (7/6) (9) (5+7+9) (10/2)
12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN ::S:::::fn:el'::Z:"::ya unit
PEMERINTAHAN DAERAH o r:un'an urusan 8 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KABUPATEN/KOTA penunjang
pemerintah daerah
12 | 01 | 2.01 P.ererfcanaan, Penganggaran, dan Evaluasi | Jumlah Dokumen 50 Dokumen 5 dokumen 6 Dokumen 6 Dokumen 100% 10 dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan yang tersusun
12 | 01 | 2.01 | 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Renstra,
X 15 Dokumen - - - - 3 dokumen
Perangkat Daerah Renja, RKPD yang tersusun
12 | 01 | 2.01 | 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan yang tersusun 35 Laporan - - - - 7 laporan
12 01| 202 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jumlah laporan Keuangan 260 Laporan 3 laporan 4 laporan 4 laporan 100% 52 Laporan
yang Terlaporkan keuangan keuangan keuangan
120120201 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN JA“SE'ah Gaji dan Tunjangan 165 ASN - - - - 33 ASN
12 | 01 | 2.02 | 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah laporan keuangan 25 Laporan ) ) ) B 5 laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD akhir tahun p p
12 | 01 | 2.02 | 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan .
jumlah laporan keuangan
Keuangan bulanan/ semesteran 70 Laporan - - - - 14 laporan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
12 | 01 | 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Prosentasc? Administrasi ] 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah Kepegawaian yang terpenuhi
12 | 01 | 2.05 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas yang di 340 stel 68 potong 68 potong 68 potong 100% 68 stel
Kelengkapannya adakan
12 | 01 | 2.05 | 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Peserta Pendidikan
Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Pelatihan Formal 350 Orang 70 orang 70 orang 70 orang 100% 70 orang
12 | 01 | 2.06 - .
Prosentase Administrasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100%
yang terpenuhi
12 | 01 | 2.06 | 01 Pgnyedlaan Komponen Instalasi J.um.lah alat / komponen 55 Jenis Alat Listrik ) ) ) . 11 jenis alat listrik
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik dan penerangan
12 | 01 | 2.06 | 03 Jumlah peralalatan yang

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

tersedia

180 Jenis

36 jenis




12 | 01 | 2.06 | 04 ) » Jumlah penyedlaan Bahan 25 Jenis Bahan Komputer, 165 11 penyedia 11 penyedla' 11 penyedlah 5 Jenis Bahan )
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Komputer, jumlah Jenis ATK barane pakai habis barang pakai barang pakai 100% Komputer, 33 Jenis
penyediaan barang ATK &P habis habis ATK,
121011 206 | 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Cetak Banner, Bahan 750 m2, 63875 Lembar, 350 150 M2, 12775
Cetak Foto Copy, Bahan Cetak - - - - Lembar, 70
Penggandaan L Eksemplar
Penjilidan Eksemplar
12101 | 2.06 | 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah jenis surat kabar, . . -
Jumlah paket ucapan melalui 45 Jenis, 5 Paket - - - - 9 jenis, 1 paket
Perundang-undangan
surat kabar
12 | 01 | 2.06 | 09 Jumlah makanan dan 50 nasi box. 70
L minuman yang tersedia, . -
2 B 1 102
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumlah pemenuhan rapat 59 Na}sn ox, 350 Sn:.:\ck, 510 60 kali 60 Kali 60 Kali 100% sna‘ck, 02 air
Konsultasi SKPD L N Air Mineral, 200 Perjalanan mineral, 40
koordinasi dankonsultasi ke .
luar daerah Perjalanan
12 | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Prasarana
135 B 1
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia 35 Buah 9 pengadaan 9 pengadaan 9 pengadaan 00%
12 | 01 | 2.07 | 05 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang 15 Lemari, 15 Meja, 102 Kursi ) ) ) . 3 lemari, 3 rT\eJa, 21
tersedia kursi
12 | 01 | 2.07 | 06 Jumlah Pengadaan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Perlengkapan dan 30 Pengadaan - - - - 6 pengadaan
PeralatanKantor
12 | 01 | 2.08 Penyetfhaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase jasa Penunjang 100% ) ) ) ) 27 Buah
Pemerintahan Daerah Urusan yang terbayarkan
12 01 | 2.08 | 02 : o . .
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | jumlah rekening yang ) . . ) o .
Air dan Listrik terbayarkan 4 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 4 Rekening 100% 4 rekening
12 | 01 | 2.08 | 03 jumlah service Alat Kantor
dan Rumah Tangga-Alat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Pendingin, jumlah service 5 Tahun, 5 Tahun, 5 Tahun ) ) ) } 1tahun, 1tahun, 1
Perlengkapan Kantor Peralatan Personal Computer, tahun
jumlah service Personal
Computer
12 | 01 | 2.08 | 04 jumlah Jasa Tenaga
Keamanan, jumlah Jasa 2 orang. 1 orang. 18
. Tenaga Supir, jumlah tenaga 10 Orang, 5 Orang, 90 Orang, & 5
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor . L - - - - orang, 6 orang, 5
administrasi, jumlah tenaga 30 Orang, 25 Orang oran
administrasi TKK Bupati, 8
jumlah Tenaga Kebersihan
12 | 01 | 2.09 Pemeli.haraan Barang Mili.k Daerah Jumlah Pemeliharaan yang 95 Kali . ) ) 100% 19 Kali
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terlaksana
12 | 01 | 2.09 | 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . .
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan jumlah pemeliharaan dan
. ! . perijinan kendaraan yang 75 kendaraan 4 pemeliharaan 4 pemeliharaan 4 pemeliharaan 100% 15 kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
terbayarkan
Jabatan
12 | 01 | 2.09 | 06 . I
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Jumlah Gedung yang
dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan Rutin 20 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 4 Gedung 100% 4 gedung
12 | 02 Cakupan Perekaman KTP
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Elektronik 100% 94.16% 95.00% - 91.31% 96.57%

Cakupan KIA

40%




12 | 02 | 2.01 Jumlah Pelaksanaan 48 Kali Mince di 38 kali
Pelayanan Pendaftaran alun" dan 54 Kali 38 kali pelayanan pelayanan di
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penduduk 505 Kali pelayanan di di desa, 48 k.ah desa, 48 kali 93.48% 96.57%
kecamatan dan pelayanan mince pelayanan
108 operator di alun- alun mince di alun-
kecamatan alun
12 | 02 | 2.01 | 01 Jumlah pelayanan publik 27 Kecamatan dan 27 Kecamatan

Pendataan Penduduk Non Permanen dan pendataan pendudukrentan .

L K . . 135 Kali 6 Lembaga / dan 5 Lembaga / - - 27 Kecamatan

Rentan Administrasi Kependudukan administrasi kependudukan . R R .

. - . . Instansi terkait Instansi terkait
dilembaga/instansi terkait
12 | 02 | 2.01 | 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah dokumen van

Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran . . yang 150 dokumen - - - - 30 dokumen
diterbitkan

Penduduk

12 | 02 | 2.01 | 04 48 Kali Mince di .
" . . 38 kali
. alun" dan 54 Kali 38 kali pelayanan .
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Jumlah Kegiatan Pelayanan elayanan di di desa, 48 kali pelayanan di
& i Publik stelsel Aktif 150 Kali, 220 kali petay e desa, 48 kali 93.48% 30 kali, 32 mince
Penduduk . kecamatan dan 108 pelayanan mince .
Pemerintahan . pelayanan mince
operator di alun- alun .
di alun- alun
kecamatan
12 | 02 | 2.02 Persentase Ketersediaan

Penataan Pendaftaran Penduduk Ao 100% 94.16% 95.00% - - 96.57%
Penerbitan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

12102 1 202 | 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan Jumlah blanko KIA, Jumlah 4690 Rim, 125000 Keping, 25000 buah, 25000

selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku R K

. X cetak formulir KIA, Jumlah 125000 keping, 5 Paket, - - - - lembar, 2500
terkait Pendaftaran Penduduk sesuai
cetak leaflet 12500 Lembar lembar
dengan Kebutuhan
12 | 02 | 2.03 Persentase Ketersediaan

Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Sarana .dan Prasarana 100% 94.16% 95.00% - - 96.57%
Penerbitan Dokumen
Pendaftaran Penduduk

12 | 02 | 2.03 | 03 Jumlah sarana pendaftaran
penduduk cleaning kit,

Fasilitasi Pendaftaran Penduduk Jumlah sarana pendaftaran 50 Buah, 2410 Buah, 700 } ) : : 10 buah, 110 buah,
penduduk film, Jumlah sarana Buah, 1040 Buah 384 buah
pendaftaran penduduk
ribbon

12 | 02 | 2.03 | 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Jumlah informasi administrasi
Kepada Pemangku Kepentingan dan kependudukan 60 Paket - - - - 2 paket, 3 paket
Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk P
12103 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Prosentase Kepemilikan Akta 99.06% 65.78% 90.00% - 97.18% 97,16 %
Kelahiran (0-18 Tahun)
Prosentase Penerbitan Akta
R 100 - - - - -
Kematian
Prosentase Penerbitan Akta
- 100 - - - - -
Perkawinan
Prosentase Penerbitan Akta
X 100 - - - - -
Perceraian
12 103 | 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Pelaksanaan 135 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 97,16 %

Pelayanan Pencatatan Sipil
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12 | 03 | 2.01 | 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Pelayanan Publik
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan dalam Bidang Perubahan 135 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 100% 27 Kecamatan
Peristiwa Penting Akta Pencatatan Sipil
12 | 03 | 2.01 | 02 ) Jumlah pelayanan jemput
P_er}mgkatan dalam Pelayanan Pencatatan bola akta kelahiran dan akta 135 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 27 Kecamatan 99.57% 48 kali
Sipil .
kematian
12 | 03 | 2.01 | 05 Pengadaan Dokumen Kependudukan
selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Jumlah Cetak Formulir .
terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Pencatatan Sipil 2515 Rim ) ) ) ) 1 Paket
Kebutuhan
12\ 03 | 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tersedla.mya data . 135 Kecamatan - 27 Kecamatan 27 Kecamatan 94.90% 97,16 %
Perkawinan dan Perceraian
12 | 03 | 2.02 | 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di jumlah data perkawinan dan 27 kecamatan, 462
& . ] . P 135 Kecamatan desa dan 12 27 Kecamatan 27 Kecamatan 94.90% 231 Orang
Kabupaten/Kota dalam Penertiban perceraian
- kelurahan
Pelayanan Pencatatan Sipil
121031 202 | 06 Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil Jumlah bz'ahan komputer yang 705 Buah - - - - 1inovasi
terpenuhi
12 | 04 Jumlah titik layanan yang
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI terfasilitasi dengan SAK dan o, o o s
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DKB dalam urusan 145 Titik 84.00% 86.00% . 54.19% 2 titik
Administrasi Kependudukan
12 | 04 | 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Tersedianya data
Pemanfaatan dan Penyajian Database kependudukan bersih per 10 Laporan - - - - 2 titik
Kependudukan semester
12 | 04 | 2.01 | 01 Pengolahan dan Penyajian Data JL.JmIah da.ta penduduk yang 135 Kecamatan ) ) ) ) 27 kecamatan
Kependudukan dimutakhirkan
12 | 04 | 2.01 | 02 Kerjasama Pemanfaatan Data Jumlah lembaga / instansi 9 PKS 2 PKS 2 PKS _ _ 5 OPD/Instansi
Kependudukan yang melaksanakan PKS
12104 | 201 | 03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Jumlah Instan§| / Lembaga . 10
yang tercukupi data 50 Instansi/ Lembaga - - - - .
Pembangunan Daerah Instansi/Lembaga
kependudukannya
12 | 04 | 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Tersedianya Sistem
Administrasi Kependudukan Administrasi Keper]dfjduka.n 5 Sistem ) ) ) ) 2 titik
dalam urusan Administrasi
Kependudukan
12 | 04 | 2.02 | 01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, jumlah kecamatan yang
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, terintegrasi sistem
Pengendalian, dan Peléporan ) administrasi kependudukan 135 Kecamtan . ) } . 1 sistemn
Penyelenggaraan Adminduk terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
12 | 04 | 2.03 i .
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Tercukupinya fasilitas
y. . gg. g Penyelenggaraan urusan 135 Kecamatan - - - - 2 titik
Administrasi Kependudukan .. .
administrasi kependudukan
12 | 04 | 2.03 | 03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Non-Pemerintah di Jumlah tenaga pelavanan
Kabupaten/Kota dalam Penertiban ga pelay 365 Orang - - - - 73 orang

Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

adminduk yang terbayarkan
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12 | 04 | 2.03 | 04 Jumlah titik layanan yang 5 titik
FaS|I|FaIS| ter!(alt Pengelolaan Informasi terfasilitasi Insfrastruktur 135 Titik 5 titik (pukesmas/ 5 titik (pukesmas/ (pukesmas/ 54.19% 110 unit
Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan urusan pustu) pustu) ustu)
Administrasi Kependudukan P
121041203 05 Jumlah OPD / Lembaga yang 1 paket (pelayanan ( ilgaZ?\tan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data memanfaatkan hak akses administrasi P . y . . .
L. R 10 OPD/Lembaga administrasi - - 2 instansi
Kependudukan data administrasi kependudukan on
. kependudukan
kependudukan line) .
on line)
12104 1 2,03 | 06 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah Kgcam.at.an Yang
L . mengikuti sosialisasi 135 Kecamatan 135 Orang - - - 27 Kecamatan
Administrasi Kependudukan - .
Administrasi Kependudukan
12 | 04 | 2.04 Jumlah Kecamatan yg
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan | terlatih dan termonitor -
Informasi Administrasi Kependudukan dalam Pengelolaan informasi 135 Kecamatan 2 titik
Administrasi Kependudukan
12 | 04 | 2.04 | 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Jumlah Kecamatan yang
Pengelolaan Informasi Administrasi termonitoring dan evaluasi 135 Kecamatan - - - - 27 kecamatan
Kependudukan pelaksanaan SIAK
12104 ) 204 1 03 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan ﬁ(::a:(ﬁc;nnlztiin:::egkms
Informasi Administrasi Kependudukan dan g € . 135 Kecamatan - - - - 96 orang
Pendayagunaan Data Kependudukan Pengelolaan Informasi
Yag P Administrasi Kependudukan
12 | 05 Jumlah buku profil
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL . . q
06 GELO 0 kependudukan Kab. 260 Buku profil dan Baliho 70 buku 249 Buku - 100% 2 Instansi
KEPENDUDUKAN N
Lamongan dan Baliho
12 | 05 | 2.01 Jumlah buku profil
perkembangan
" kependudukan Kab. " " q
Penyusunan Profil Kependudukan 130 Buku profil dan Baliho 70 buku 250 Buku - - 2 Instansi
Lamongan yang telah
disusun dan Baliho yang
telah terpasang
12 | 05 | 2.01 | 02 Penyusunan Profil Data Perkembangan Jumlah buku Dokumen Profil
dan Proyeksi Kependudukan serta Kependudukan yang tersedia 100 Buku profil 70 buku 250 Buku - - 50 Buku
Kebutuhan yang lain
Jumlah Baliho yang tersedia
30 Baliho 29 unit 29 unit 29 unit 100% 7 Baliho
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:
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Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Peleyanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan

Target Renstra PD l:;;l:i::' Proyeksi Catatan
No SPM/Standart Nasiaonal .
Tahun Analisis
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun) 98,79 % 98.82 % 98.90 % 98.98 % 99.06 % 98.00% 98.00% 98,79 %
2 Prosentase Penerbitan Akta Kematian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 %
3 Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 98.66% 100 % 100 %
4 Prosentase Penerbitan Akta Perceraian 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 73.51% 100 % 100 %
5 Prosentase Perekaman KTP Elektronik 98,10 % 98,20 % 98,30 % 98,40 % 98,50 % - - 98,10 %
6 Prosentase Penerbitan KIA 32,00 % 34,00 % 36,00 % 38,00 % 40,00 % - - 32,00 %
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya seperti tersebut di atas Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai 4 (empat) Bidang dan 1 (satu)
Sekretariat. 3 (tiga) Subbagian tersebut adalah:

= Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi Penerbitan KK, KTP,
SKTT, Perpindahan Penduduk dan Dokumen Kependudukan lainnya.
Bidang ini terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu : Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah
Datang Penduduk dan Seksi Pendataan Penduduk.

= Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi Pelayanan Akta
Kelahiran, Akta Kematian, Perkawinan dan Perceraian. Bidang ini terdiri dari 3
(tiga) seksi, yaitu : Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi
Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

= Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) mempunyai
fungsi, Pengolahan Data, Informasi, Pengembangan dan Pemeliharaan SIAK.
Terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu : Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan,
Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, Seksi Tata Kelola dan Sumber
Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.

= Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi Pemanfaatan
Data dokumen kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Administrasi
Kependudukan. Terdiri dari 3 (tiga) Seksi, yaitu : Seksi Kerja Sama, Seksi
Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Seksi Inovasi Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati No. 63 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.
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Beberapa tugas pokok yang menjadi isu utama terkait pelaksanaan pelayanan
publik dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatata sipil antara lain
adalah :

1. Pelaksanaan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan tepat waktu.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, diatur jangka waktu penyelesaian
dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai berikut :

Penerbitan KK diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,

b. Penerbitan KTP elektronik diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja,

c. Penerbitan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang
diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

d. Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri dan Surat Keterangan
Datang dari Luar Negeri diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja,

e. Penerbitan Surat Keterangan tempat tinggal sementara diselesaikan dalam
waktu 14 (empat belas) hari kerja,

f.  Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran diselesaikan dalam waktu 3 (empat) hari
kerja

g. Penerbitan Surat keterangan Lahir Mati diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari
kerja

h. penerbitan Surat Keterangan Kematian diselesaikan dalam waktu 4 (empat) hari
kerja

i. Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan diselesaikan dalam
waktu 4 (empat) hari kerja.

j.  Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian diselesaikan dalam waktu
4 (empat) hari kerja.

Tingkat kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
dalam penerbitan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sudah lebih
cepat waktu penyelesaiannya sebagaimana ketentuan waktu penyelesaian yang
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan

2. Terlaksananya kerjasama dan inovasi penyelenggaraan pelayanan publik dengan
instasi terkait.

3. Penyelesaian program nasional perekaman KTP Elektronik, penerbitan Akta
Kelahiran, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan penerbitan Akta Kematian bagi

masyarakat Kabupaten Lamongan.
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4. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dengan baik.

5. Terselenggaranya pelayanan penerbitan dokumen peristiwa penting pencatatan sipil

2.

dengan balik.
Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah dan Tindaklanjutnya.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan pada

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan adalah sebagai

berikut :

1.

Sebagian Penduduk Kabupaten Lamongan berdomisili di luar Kabupaten
(Perantauan) sehingga belum mengikuti perekaman data e-KTP di Kabupaten
Lamongan.

Keterbatasan anggaran, SDM, sarana dan prasarana pelayanan pendaftaran
penduduk dan pencatatan sipil sehingga mempengaruhi kinerja.

Belum terselesaikannya pembentukan arsip digital untuk seluruh Akta-akta
Pencatatan Sipil.

Belum terbentuknya UPT Dinas sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2006
tentang administrasi kependudukan.

Belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pengurusan dokumen
kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan.

Belum terpenuhinya kebutuhan personil yang menangani pelayanan Administrasi
Kependudukan.

Belum meratanya kemampuan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Lamongan di bidang Administrasi kependudukan.

. Jumlah petugas pelayanan tidak sebanding dengan jumlah permohonan pelayanan

Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Masih adanya permasalahan- permasalahan penyelenggara adminduk bagi

masyarakat yang bersifat lintas instansi.

10. Sulitnya penarikan data KTP-el dari data center (sering adanya gangguan jaringan

data).

Terhadap berbagai masalah tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil menyusun rencana kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 2016
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dan secara berkesinambungan dilaksanakan pula pada tahun-tahun selanjutnya.
Kegiatan tersebut antara lain berupa dilaksanakannya :

a. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi secara terus menerus kepada aparatur
pemerintahan Desa dan masyarakat di Kecamatan — kecamatan, siaran televisi lokal,
website dan penyediaan sarana informasi yang dapat di akses masyarakat tentang
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melalui leaflet, poster, banner, dan
baliho, serta di adakanya jemput bola dokumen kependudukan.

b. Rehabilitas gedung kantor guna meningkatkan sarana dan prasarana demi
kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.

c. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan atau diklat-diklat teknis,

d. Memaksimalkan koordinasi pelaksanaan adminduk dengan petugas di kecamatan,

e. Melaksanakan kerjasama dengan RS dan Puskesmas untuk penerbitan akta
kelahiran, ( RSUD Soegiri, RS Fatimah, RS Muhamadiyah, RS Nasrul Umah,
Puskesmas Paciran )

f. Melaksanakan kegiatan jemput bola, GEMILANG, JEMPUT BOLA AKTA
KELAHIRAN, MINCE (Pelayanan di Hari Minggu)

g. Melaksanakan pelayanan adminduk secara online

h. Melaksanakan digitalisasi arsip register Akta Kelahiran,

i. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
diklat/pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait.

j. Pemanfaatan program SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan
sipil.

k. Melaksanakan pelatihan kepada petugas Kecamatan dan Dinas.

. Mengusulkan adanya penambahan jumlah personil pelayanan kepada Bupati
Lamongan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.

m. Pembenahan peralatan dan jaringan data.

n. Melaksanakan penyusunan peraturan- peraturan daerah dan peraturan Bupati terkait
perubahan UU Adminduk.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Sesuai Visi Bupati Lamongan tahun 2022 — 2026 yang ingin mewujudkan
“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN”.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dalam
mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lamongan dengan melakukan pembenahan
dan peningkatan sistem, prosedur, sarana dan prasarana serta pengkuatan pada aspek
profesionalisme pelayanan masyarakat dalam mewujudkan pelayanan prima dan good

governance. Adapun bentuk konkrit yang dilakukan adalah sebagai berikut :
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1. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 29 Tahun 2007 tentang

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

2. Tersusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

3. Tersusunnya Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembebasan Denda

Administrasi Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan di Kabupaten

Lamongan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Faktor Internal

Kekuatan

a. Sudah dimilikinya Perda dan Perbub tentang penyelengaraan Adminduk

Nomen Kklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang petunjuk
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

c. Adanya Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terkelolanya Register dan berkas permohohan Akta Catatan Sipil dengan baik

. Adanya komitmen dari aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.

Program Kependudukan berbasis NIK menjamin akurasi data kependudukan

g. Adanya database kependudukan dalam SIAK.
Kelemahan
a. Terbatasnya jumlah personil yang menangani pelayanan Administrasi

Kependudukan;

. Belum meratanya kemampuan personil di bidang Administrasi Kependudukan;

. Belum mencukupinya jumlah perangkat teknologi informasi untuk pelayanan

Administrasi Kependudukan;

Faktor eksternal

Peluang

a.

Komitmen Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tertib Administrasi

kependudukan.

. Perkembangan teknologi informasi yang semakin baik dan murah.

. Program SIAK mampu memberikan Identitas Tunggal secara Nasional berupa

NIK (Nomor Induk Kependudukan).

. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegunaan/ manfaat

dokumen kependudukan.

. Adanya pemangku kepentingan (stake holder) yang mensyaratkan dokumen

administrasi kependudukan.
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f. Dokumen Kependudukan menjadi kebutuhan bagi masyarakat dalam
mendapatkan kepastian hukum.

g. Peraturan penyelenggaran Adminduk yang semakin memudahkan masyarakat
untuk tertib administrasi

Ancaman

a. Mobilitas penduduk yang tinggi

b. Kompleksitas permasalahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Dinamika kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Kependudukan dan Pelayanan
Publik menyebabkan cepatnya perubahan peraturan penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya. Dokumen Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2022 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan
tolak ukur keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Disamping itu juga, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 yang disusun
ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan rencana
capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan
antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan.

Program dan kegiatan Tahun 2022 yang telah diusulkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan rancangan awal
Rencana Kerja (Renja) yang akan dilaksanakan Tahun 2022 dan telah ditetapkan dalam

Peraturan Bupati Lamongan. Berikut Merupakan Tabel penjelasanya :
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Tabel T-C. 31
Review Terhadap Rencangan awal RKPD Tahun 2022

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

Rencana Awal Hasil Analisa Kebutuhan
No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja C.I:::Sieatn Pagu(::;kanf No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian kebutlz::? IBEIE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Persentase terlayaninya Rp 7,599,330,644 PROGRAM PENUNJANG Dinas Kependudukan Persentase 100% Rp 8,091,212,025
DAERAH KABUPATEN/KOTA unit kerja internal URUSAN PEMERINTAHAN dan Pencatatan Sipil terlayaninya unit
sebagai penunjang DAERAH KABUPATEN/KOTA kerja internal
urusan pemerintah sebagai penunjang
daerah urusan pemerintah
daerah
Perencanaan, Prosentase jumlah Perencanaan, Penganggaran, Dinas Kependudukan Prosentase 100% Rp 30,000,000
Penganggaran, dan Evaluasi Dinas dokumen perencanaan, dan Evaluasi Kinerja dan Pencatatan Sipil Dokumen
Kinerja Perangkat Daerah Kependudukan dan | laporan kinerja dan 100% Rp 103,000,000 Perangkat Daerah Perencanaan yang
Pencatatan Sipil laporan keuanganyang tersusun
tepat waktu
Penyusunan Dokumen Dinas Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Dinas Kependudukan Jumlah Dokumen 3 dokumen Rp 15,000,000
Perencanaan Perangkat Kependudukan dan | Renstra, Renja, RKPD 3 dokumen Rp 48,000,000 Perencanaan Perangkat Daerah | dan Pencatatan Sipil Renstra, Renja,
Daerah Pencatatan Sipil yang tersusun RKPD yang tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Dinas Jumiah laporan yang
Daerah Kependudukan dan 7 laporan Rp 55,000,000
- tersusun
Pencatatan Sipil
Administrasi Keuangan Prosentase jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Dinas Kependudukan Jumlah laporan yang | 7 laporan Rp 15,000,000
Perangkat Daerah Dinas dokumen perencanaan, Daerah dan Pencatatan Sipil tersusun
Kependudukan dan laporan kinerja dan 100% Rp 5,194,036,200
Pencatatan Sipil laporan keuanganyang
tepat waktu
Penyediaan Gaji dan Dinas Jumlah Gaji dan Administrasi Keuangan Dinas Kependudukan Prosentase laporan 100% Rp 4,349,210,762
Tunjangan ASN Kependudukan dan | Tunjangan ASN 33 ASN Rp 5,122,036,200 Perangkat Daerah dan Pencatatan Sipil Keuangan yang
Pencatatan Sipil Terlaporkan
Koordinasi dan Penyusunan Dinas . Penyediaan Gaji dan Tunjangan Dinas Kependudukan Jumlah Gaji dan 33 ASN Rp 4,314,210,762
Laporan Keuangan Akhir Kependudukan dan Jum.lah laporan keuangan 5 laporan Rp 36,000,000 ASN dan Pencatatan Sipil Tunjangan ASN
L akhir tahun
Tahun SKPD Pencatatan Sipil
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dinas Kependudukan jumlah laporan 5 laporan Rp 15,000,000
Laporan Keuangan Dinas ) Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Pencatatan Sipil keuangan akhir
Bulanan/Triwulanan/Semest Kependudukan dan jumlah laporan keuangan 14 laporan Rp 36,000,000 SKPD tahun
eran SKPD Pencatatan Sipil bulanan/ semesteran
Administrasi Kepegawaian Dinas o - EoordinasKi dan Penyusunan (I;)inalsj Kependudgl_(a_lr jkumlah Iap(k))ra}n ' 14 laporan Rp 20,000,000
Perangkat Daerah rosentase Disiplin aporan Keuangan an Pencatatan Sipi euangan bulanan
¢ KependUdUkanA d.an Aparatur ° 200 RPEOZ000.000 Bu’I)anan/Trique?nan/Semesteran P semesgteran
Pencatatan Sipil SKPD
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Pengadaan Pakaian Dinas Di Administrasi Kepegawaian Dinas Kependudukan Prosentase 100% Rp 185,000,000
X inas . . P> i .
Beserta Atribut Kependudukan dan Jumlah Pakaian Dinas 63 stel Rp 60,000,000 Perangkat Daerah dan Pencatatan Sipil Admlnlstrg5|
Kelengkapannya Pencatatan Sipil yang di adakan Kepegawlalan yang
terpenuhi
Pendidikan dan Pelatihan Dinas Jumlah Peserta Pengadaan Pakaian Dinas Dinas Kependudukan Jumlah Pakaian 72 Stel Rp 60,000,000
Pegawai Berdasarkan Tugas Kependudukan dan Pendidikan dan Pelatihan 70 orang Rp 42,000,000 Beserta Atribut Kelengkapannya | dan Pencatatan Sipil Dinas yang di
dan Fungsi Pencatatan Sipil Formal adakan
Administrasi Umum Dinas Prosentase unit kerja Pendidikan dan Pelatihan Dinas Kependudukan Jumlah Peserta 70 Orang Rp 25,000,000
Perangkat Daerah Kependudukan dan | internal yang terlayani 100% Rp 556,136,256 Pegawai Berdasarkan Tugas dan Pencatatan Sipil Pendidikan dan
Pencatatan Sipil dengan baik dan Fungsi Pelatihan Formal
Penyediaan Komponen Dinas ) o Sosialisasi Peraturan Dinas Kependudul_(a_\n jumlah Peraturan 2 Peraturan Rp 100,000,000
Instalasi Listrik/Penerangan Kependudukan dan J'um!ah alat / komponen 111gn|s: alat Rp 9,648,708 Perundang-Undangan dan Pencatatan Sipil perundang
Bangunan Kantor Pencatatan Sipil listrik dan penerangan listrik undangqn yang
tersosialisasi
Penyediaan Peralatan Administrasi Umum Dinas Kependudukan Prosentase 100% Rp 2,344,628,640
Rumah Tangga Dinas . Perangkat Daerah dan Pencatatan Sipil Administrasi
8 Kependudukan dan Jt“m'a; peralalatan yang 36 jenis Rp 81,088,656 Umum Perangkat
Pencatatan Sipil ersedia Daerah yang
terpenuhi
Penyediaan Bahan Logistik Dinas . . 5 Jenis Penyediaan Komponen Instalasi | Dinas Kependudukan jumlah alat / 11 jenis alat Rp 8,000,000
Kantor Kependudukan dan jumlah penyediaan Bahan Bahan Listrik/Penerangan Bangunan dan Pencatatan Sipil komponen listrik dan listrik
Pencatatan Sipil Komputer Komputer Kantor penerangan
Rp 32,400,000 Penyediaan Peralatan dan Dinas Kependudukan jumlah perlengkapan 100% Rp 2,163,705,500
jumlah penyediaan . Perlengkapan Kantor dan Pencatatan Sipil dan peralatan
barang ATK 33 Jenis ATK pelayanan adminduk
yang terpenuhi
Penyediaan Barang Cetakan Dinas Penyediaan Peralatan Rumah Dinas Kependudukan jumlah peralalatan 36 jenis Rp 10,000,000
dan Penggandaan Kependudukan dan Bahan Cetak Banner 150 M2 Tangga dan Pencatatan Sipil yang tersedia
Pencatatan Sipil
Penyediaan Bahan Logistik Dinas Kependudukan jumlah penyediaan 5 Jenis Bahan Rp 20,000,000
Bahan Cetak Foto Copy 12775 Rp 12,025,728 Kantor dan Pencatatan Sipil Bahan Komputer Komputer
Lembar
- 70 jumlah penyediaan 33 Jenis ATK
Bahan Cetak Penjilidan Eksemplar barang ATK
Penyediaan Bahan Bacaan Dinas Penyediaan Barang Cetakan Dinas Kependudukan Bahan Cetak Banner | 150 M2 Rp 10,021,440
dan Peraturan Perundang- Kependudukan dan Jumlah jenis surat kabar 9 jenis dan Penggandaan dan Pencatatan Sipil
undangan Pencatatan Sipil Rp 24,000,000
Jumlah paket ucapan 1 paket Bahan Cetak Foto 12775 Lembar
melalui surat kabar paxe Copy
Penyelenggaraan Rapat Dinas 50 nasi box, Bahilr) Cetak 70 Eksemplar
Koordinasi dan Konsultasi jumlah makanan dan 70 snack, Penjilidan
Kependudukan dan . . .
SKPD - minuman yang tersedia 102 air
Pencatatan Sipil K
mineral
Rp 396,973,164 Penyediaan Bahan Bacaan dan Dinas Kependudukan Jumlah jenis surat 9 jenis Rp 32,901,700
jumlah pemenuhan rapat 40 Peraturan Perundang-undangan | dan Pencatatan Sipil kabar
koordinasi dankonsultasi PERJALANA
ke luar daerah N
Pengadaan Barang Milik Dinas % unit Kerja penunjang Jumlah paket . 1 paket
Daerah Penunjang Urusan Kependudukan dan urusan pemerintahan 100% Rp 138,000,000 ucapan melalui surat

Pemerintah Daerah

Pencatatan Sipil

yang terlayani dengan
baik

kabar
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Pengadaan Mebel Dinas Jumlah Mebeleur van 3 lemari, 3
Kependudukan dan . yang meja, 21 Rp 48,000,000
. tersedia ‘
Pencatatan Sipil kursi
Pengadaan Peralatan dan Dinas Jumlah Pengadaan 6 Penyelenggaraan Rapat Dinas Kependudukan jumlah makanan dan | 50 nasi box, 70 Rp 100,000,000
Mesin Lainnya Kependudukan dan Perlengkapan dan p Rp 90,000,000 Koordinasi dan Konsultasi dan Pencatatan Sipil minuman yang shack, 102 air
Pencatatan Sipil PeralatanKantor pengadaan SKPD tersedia mineral
Penyediaan Jasa Penunjang Dinas % unit Kerja penunjang jumlah pemenuhan 40 Perjalanan
i i rapat koordinasi dan
Urusan Pemerintahan Kependudukan dan urusan pemer.mtahan 100% Rp 1,398,158,188 " p oo
Daerah inil yang terlayani dengan onsultasi ke luar
Pencatatan Sipi baik daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinas . . Pengadaan Barang Milik Dinas Kependudukan Jumlah Sarana dan 100% Rp 10,000,000
. s jumlah rekening yang . 5 L
Sumber Daya Air dan Listrik Kependudukan dan bavark 4 rekening Rp 353,640,000 Daerah Penunjang Urusan dan Pencatatan Sipil Prasarana yang
Pencatatan Sipil terbayarkan Pemerintah Daerah tersedia
Penyediaan Jasa Peralatan Din jumlah service Alat Pengadaan Mebel Dinas Kependudukan Jumlah Mebeleur 2 lemari Rp 10,000,000
dan Perlengkapan Kantor inas Kantor dan Rumah dan Pencatatan Sipil yang tersedia
Kependudukan dan 1 tahun
Pencatatan Sipil Tangga-AlatRumah
P Tangga-Alat Pendingin
jumlah service Peralatan 1 tahun
Personal Computer Rp 19,800,000
Penyediaan Jasa Penunjang Dinas Kependudukan Prosentase jasa 100% Rp 1,058,858,823
jumlah service Personal Urusan Pemerintahan Daerah dan Pencatatan Sipil Penunjang Urusan
Computer 1 tahun yang terbayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan Dinas . Penyediaan Jasa Surat Dinas Kependudukan Terpenuhinya jasa 100% Rp 8,000,000
jumlah Jasa Tenaga i
Umum Kantor Kependudukan dan Keamanan 2 orang Menyurat dan Pencatatan Sipil surat menyurat
Pencatatan Sipil
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dinas Kependudukan jumlah rekening 4 rekening Rp 290,700,000
Sumber Daya Air dan Listrik dan Pencatatan Sipil yang terbayarkan
jumlah Jasa Tenaga Supir 1 orang
Penyediaan Jasa Peralatan dan Dinas Kependudukan jumlah service Alat 1 tahun Rp 16,500,000
iumlah tenaga Rp 1,024,718,188 Perlengkapan Kantor dan Pencatatan Sipil Kantor dan Rumah
! dminist 4g 18 orang Tangga-AlatRumah
administrasi Tangga-AIat
Pendingin
; jumlah service 1 tahun
jumlah tenaga
2dministrasi TKK Bupati 6 orang Peralatan Personal
P Computer
jumlah Tenaga S jumlah service 1 tahun
Kebersihan orang Personal Computer
Pemeliharaan Barang Milik Dinas % unit Kerja penunjang Penyediaan Jasa Pelayanan Dinas Kependudukan jumlah Jasa Tenaga 2 orang Rp 743,658,823
I .
j i Umum Kantor dan Pencatatan Sipil Keamanan
Daeral} Penunjang Urusan Kependudukan dan urusan pemer.mtahan 100% Rp 108,000,000 p
Pemerintahan Daerah - yang terlayani dengan
Pencatatan Sipil .
baik
Penyediaan Jasa jumlah Jasa Tenaga 1 orang
i i Supir
::Z:::::Z::Idzliy:ajak Dinas jumlah pemeliharaan dan 15 P
K ki k Rp 72
Kendaraan Perorangan Dinas ependudukan dan perijinan kendaraan Kendaraan p 72,000,000

atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Pencatatan Sipil

yangterbayarkan

23




Pemeliharaan/Rehabilitasi Dinas Jumlah Gedung yang jumlah tenaga 18 orang
Gedung Kantor dan Kependudukan dan dilakukan Pemeliharaan 4 gedung Rp 36,000,000 administrasi
Bangunan Lainnya Pencatatan Sipil Rutin
jumlah tenaga 6 orang
administrasi TKK
Bupati
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK Persentase Ketepatan jumlah Tenaga 5 orang
waktu 96,57% Rp 2,935,996,320 Kebersihan
PenerbitanDokumen ’ T
PendaftaranPenduduk
Pelayanan Pendaftaran Dinas Persentase Ketepatan gemelri]hsraan _Barar&g Milik (Ii)ina; Kepi:ntdudg_kglln IEroselr)ltwase 100% Rp 113,513,800
Penduduk waktu Penerbitan aerah Penunjang Urusan an Pencatatan Sipi emeliharaan yan
Kependudukan dan Dokumen Pendaftaran 96,57% Rp 223,200,000 PemerintahanJDagrah # terlaksana S
Pencatatan Sipil
Penduduk
Pendataan Penduduk Non Jumlah pelayanan publik Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Dinas Kependudukan jumlah pemeliharaan | 15 kendaraan Rp 93,513,800
Permanen dan Rentan pendataan Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pencatatan Sipil dan perijinan
Administrasi Kependudukan Dinas pendudukrentan 27 Kendaraan Perora_ngan Dinas kendaraan yang
Kependudukan dan administrasi Rp 42,000,000 atau Kendaraan Dinas Jabatan terbayarkan
. Kecamatan
Pencatatan Sipil kependudukan
dilembaga/instansi
terkait
Pencatatan, Penatausahaan Dinas Jumlah dokumen yang 30 Pemeliharaan/Rehabilitasi Dinas Kependuduke}n Jumlah Gedung 4 gedung Rp 20,000,000
dan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan diterbitkan dokumen Rp 36,000,000 quung Kantor dan Bangunan dan Pencatatan Sipil yang qllakukan .
atas Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Lainnya Pemeliharaan Rutin
Peningkatan Pelayanan Dinas Jumlah Kegiatan 30 kali. 32
Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan Pelayanan Publik stelsel 7 Rp 145,200,000
P . . mince
Pencatatan Sipil AktifPemerintahan
PROGRAM PENDAFTARAN Dinas Kependudukan Prosentase 100% Rp 154,120,000
Dinas Persentase Ke'tepatan PENDUDUK dan Pencatatan Sipil Perekaman KTP
Penataan Pendaftaran e em de waktu Penerbitan 96,57% Rp 255,660,000 Elektronik
Penduduk . Dokumen Pendaftaran
Pencatatan Sipil
Penduduk
Pengadaan Dokumen Prosentase 32.00%
Kependudukan selain ) Penerbitan KIA
Blangko KTP-El, Formulir, Dinas
L ’ Kependudukan dan Jumlah blanko KIA 25000 buah
dan Buku terkait Pencatatan Sipil
Pendaftaran Penduduk
sesuai dengan Kebutuhan
Pelayanan Pendaftaran Dinas Kependudukan Prosentase 100% Rp 105,000,000
Jumlah cetak formulir KIA 25000 Penduduk dan Pencatatan Sipil Pelayanan
lembar Rp 255,660,000 Pendaftaran
Penduduk
Pendataan Penduduk Non Dinas Kependudukan Jumlah pelayanan 27 Kecamatan Rp 20,000,000
Permanen dan Rentan dan Pencatatan Sipil publik pendataan
Administrasi Kependudukan pendudukrentan
2500 L A
Jumlah cetak leaflet lembar administrasi
kependudukan
dilembaga/instansi
terkait
Penyelenggaraan Dinas e opatan Pencatatan,' Penatausahaan Dinas Kependudu!@n Jumlah dokymen 30 dokumen Rp 15,000,000
Pendaftaran Penduduk Kependudukan dan 96,57% Rp 2,457,136,320 dan Penerbitan Dokumen atas dan Pencatatan Sipil yang diterbitkan

Pencatatan Sipil

waktu Penerbitan

Pendaftaran Penduduk
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Dokumen Pendaftaran
Penduduk

Fasilitasi Pendaftaran ’ Peningkatan Pelayanan Dinas Kependudukan Jumlah Pelayanan 30 kali Rp 70,000,000
Dinas Jumlah sarana s N .
Penduduk Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Publik stelsel Aktif
Kependudukan dan pendaftaran penduduk 10 buah .
P tatan Sipil leaning kit Pemerintahan/
encatatan Sipi cleaning ki Gemilang
Jumlah Pelayanan 32 mince
lah ] :
Jumlah sarana Publik stelsel Aktif
pendaftaran penduduk 110 buah ;
fil Pemerintahan/
ilm Mince
Rp 2,246,476,320 -
Penyelenggaraan Pendaftaran | Dinas Kependudukan Persentase 100% Rp 49,120,000
Penduduk dan Pencatatan Sipil Ketersediaan
Sarana dan
Jumlah sarana BEeETER
pendaftaran penduduk 384 buah A
ibb Penerbitan
ribbon Dokumen
Pendaftaran
Penduduk
Komunikasi, Informasi, dan Komunikasi, Informasi, dan Dinas Kependudukan Jumlah informasi 12 paket Rp 49,120,000
Edukasi Kepada Pemangku Dinas Edukasi Kepada Pemangku dan Pencatatan Sipil administrasi
Kepentingan dan Masyarakat Kependudukan dan jumlah iklan belanja cetak 2 paket Kepe_mlngan dan Masyarakat kependudukan
terkait Pendaftaran Pencatatan Sipil Rp 210,660,000 terkait Pendaftaran Penduduk
Penduduk
jumlah iklan layanan 3 paket
masyarakat
PROGRAM PENCATATAN Dinas Kependudukan Prosentase 98.79% Rp 113,650,000
SIPIL dan Pencatatan Sipil Kepemilikan Akta
Kelahiran (0-18
Tahun)
PROGRAM PENCATATAN SIPIL Persentase Ketepatan Prosentase 100%
Waktu Penerbitan Penerbitan Akta
Dokumen Pencatatan 97,16% Rp 453,811,200 Kematian
Sipil
Pelayanan Pencatatan Sipil . Persentase Ketepatan Prosentase 100%
K legai d Waktu Penerbitan 97,16 % Rp 279,571,200 P Ala
ependudukan dan | o men Pencatatan ’ P 279,313, Perkawinan
Pencatatan Sipil .
Sipil
Pencatatan, Penatausahaan Dinas Jumlah Pelayanan Publik Prosentase 100%
dan Penerbitan Dokumen dalam Bidang 27 Penerbitan Akta
atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan_ d_an PerubahanAkta Kecamatan Rp 36,000,000 Perceraian
. Pencatatan Sipil L
Penting Pencatatan Sipil
Peningkatan dalam N Dinas Jumlah pelayanan jemput Pelayanan Pencatatan Sipil ggr;a;eﬁi;;f:g%dsuikailln ‘;:T;Lashanaan 27 Kecamatan Rp 98,650,000
Pelayanan Pencatatan Sipil Kependudukan dan bola akta kelahiran 48 kali Rp 178,128,000 P Pelayanan
Pencatatan Sipil danakta kematian Pencatatan Sipil
Pengadaan Dokumen Pencatatan, Penatausahaan Dinas Kependudukan Jumlah Pelayanan 27 Kecamatan Rp 15,000,000
Kependudukan selain . dan Penerbitan Dokumen atas dan Pencatatan Sipil Publik dalam Bidang
Blangko KTP-El, Formulir, Dinas Jumlah Cetak Formulir Pelaporan Peristiwa Penting Perubahan Akta
g ’ Kependudukan dan 1 Paket Rp 65,443,200

dan Buku terkait Pencatatan
Sipil sesuai dengan
Kebutuhan

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil
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Penyelenggaraan
Pencatatan Sipil

Dinas

Persentase Ketepatan
Waktu Penerbitan

Peningkatan dalam Pelayanan
Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Jumlah pelayanan
jemput bola akta

48 kali

Rp 83,650,000

Kependudukan. dian Dokumen Pencatatan 2zt Rp 174,240,000 kelahiran danakta
Pencatatan Sipil sipil kematian
Koordinasi Antar Lembaga Penyelenggaraan Pencatatan Dinas Kependudukan Tersedianya data 27 Kecamatan Rp 15,000,000
Pemerintah dan Lembaga . Sipil dan Pencatatan Sipil Perkawinan dan
. R Dinas Jumlah Laporan data B
Non-Pemerintah di . Perceraian
Kependudukan dan perkawinan dan 27 Laporan Rp 36,000,000
Kabupaten/Kota dalam - X
. Pencatatan Sipil perceraian
Penertiban Pelayanan
Pencatatan Sipil
Fasilitasi terkait Pencatatan Koordinasi Antar Lembaga Dinas Kependudukan Jumlah petugas 231 Orang Rp 15,000,000
Sipil Dinas Jumiah bahan komputer Pemerintah dan Lembaga Non- dan Pencatatan Sipil dalam penerbitan
Kependudukan dan ) 141 Buah Rp 138,240,000 Pemerintah di Kabupaten/Kota pelayanan
Pencatatan Sipil yang terpenuhi dalam Penertiban Pelayanan Administrasi
Pencatatan Sipil Kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI 2 titik Rp 1,613,988,000 PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kependudukan Jumlabh titik 29 titik Rp 1,386,880,000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN jumlah sarana dan INFORMASI| ADMINISTRASI dan Pencatatan Sipil layanan yang
prasarana (perangkat KEPENDUDUKAN terfasilitasi dengan
keras dan lunak) dalam SAK dan DKB
pengelolaan administrasi dalam urusan
kependudukan Administrasi
Kependudukan
Pengumpulan Data Pengumpulan Data Dinas Kependudukan Tersedianya data 2 Laporan Rp 90,000,000
Kependudukan dan jumlah sarana dan Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil kependudukan
Pemanfaatan dan Penyajian Dinas prasarana (perangkat Pemanfaatan dan Penyajian bersih per
Database Kependudukan Kependudukan dan | keras dan lunak) dalam 2 titik Rp 164,940,000 Database Kependudukan semester
Pencatatan Sipil pengelolaan administrasi
kependudukan
Pengolahan dan Penyajian Dinas Jumlah data penduduk 27 Pengolahan dan Penyajian Data | Dinas Kependudul_(a_ln Jumlah data 27 kecamatan Rp 47,054,000
Data Kependudukan Kependudukan dan . - Rp 86,940,000 Kependudukan dan Pencatatan Sipil penduduk yang
Pencatatan Sipil yang dimutakhirkan kecamatan dimutakhirkan
Kerjasama Pemanfaatan Dinas Jumlah lembaga / instansi 5 Kerjasama Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan Jumlah lembaga / 5 OPD/Instansi Rp 20,000,000
Data Kependudukan Kependudukan dan OPD/Instan Rp 30,000,000 Kependudukan dan Pencatatan Sipil instansi yang
Pencatatan Sipil yang melaksanakan PKS si melaksanakan PKS
Inventarisasi Data untuk . . Inventarisasi Data untuk Dinas Kependudukan Jumlah Instansi / 10 Rp 22,946,000
Kepentingan Pembangunan Dinas Jumlah Instansi / 10 Kepentingan Pembangunan dan Pencatatan Sipil Lembaga yang Instansi/Lemba
Daerah Kependudukan dan Lembaga yang tercukupi Instansi/Le Rp 48,000,000 Daerah tercukupi data ga
Pencatatan Sipil data kependudukannya mbaga kependudukannya
Penataan Pengelolaan jumlah sarana dan Penataan Pengelolaan Dinas Kependudukan Jumlah Sistem 1 Sistem Rp 98,880,000
Informasi Administrasi Dinas prasarana (perangkat Informasi Administrasi dan Pencatatan Sipil Administrasi
Kependudukan Kependudukan dan keras dan lunak) dalam 2 titik Rp 492,000,000 Kependudukan Kepend udul_(an
Pencatatan Sipil pengelolaan administrasi yang tersedia
kependudukan
Penyusunan Tata Cara Penyusunan Tata Cara Dinas Kependudukan Jumlah kecamatan 27 Kecamatan Rp 98,880,000
Perencanaan, Pelaksanaan, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pencatatan Sipil yang terintegrasi
Pemantauan, Evaluasi, Dinas jumlah sistem Pemantauan, Evaluasi, sistem administrasi
Pengendalian, dan Pelaporan Kependudukan dan administrasi 1 sistem Rp 492,000,000 Pengendalian, dan Pelaporan kependudukan
Penyelenggaraan Adminduk Pencatatan Sipil kependudukan Penyelenggaraan Adminduk

terkait Pengelolaan

terkait Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan
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Informasi Administrasi
Kependudukan

Penyelenggaraan
Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

Dinas

jumlah sarana dan
prasarana (perangkat

Penyelenggaraan Pengelolaan
Informasi Administrasi
Kependudukan

Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Jumlah
penyelenggaraan
urusan

27 Kecamatan

Rp 1,198,000,000

Kependudukan dan keras dan lunak) dalam 2 titik Rp 780,048,000 R .
- - . administrasi
Pencatatan Sipil pengelolaan administrasi kependudukan
kependudukan
Koordinasi Antar Lembaga Koordinasi Antar Lembaga Dinas Kependudukan jumlah tenaga 78 orang Rp 188,000,000
Pemerintah dan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- dan Pencatatan Sipil pelayanan adminduk
Non-Pemerintah di Dinas jumlah tenaga pelayanan Pemerintah di Kabupaten/Kota yang terbayarkan
Kabupaten/Kota dalam Kependudukan dan adminduk yang 73 orang Rp 105,120,000 dalam Pgnertipap Peﬂgem'aan
Penertiban Pengelolaan Pencatatan Sipil terbayarkan Informasi Administrasi
Informasi Administrasi Kependudukan
Kependudukan
Fasilitasi terkait Pengelolaan Dinas Jumlah Insfrastruktur ::?Si"taSi.tszai.t P(tangglolaan dDina; Kep(tent(jud;kar g’umlar: Insfrastruktur | 110 unit Rp 990,000,000
Informasi Administrasi Penyelenggaraan . nrormasi Administrasi an Fencatatan sipi enyelenggaraan
Kependudukan Kf_;pendudukan' d}an uru:anAdgn%inistrasi 110 unit Rp 505,356,000 Kependudukan urusan Administrasi
encatatan Sipil Kependudukan Kependudukan
Penyelenggaraan ) Perusahaan atau Penyelenggaraan Pemanfaatan Dinas Kependudukan Perusahaan atau 2 instansi Rp 20,000,000
Pemanfaatan Data Dinas Lembaga/Instansi yang . . Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lembaga/Instansi
-~ Kependudukan_ d'an memanfaatkan data 2 instansi Rp 145,200,000 yang memanfaatkan
Pencatatan Sipil - data kependudukan
Sosialisasi terkait . Jumlah peserta Sosialisai
Pengelolaan Informasi Dinas Pengelolaan 27
. . Kependudukan dan ) - . Rp 24,372,000
Administrasi Kependudukan L InformasiAdministrasi Kecamatan
Pencatatan Sipil
Kependudukan
Pembinaan dan jumlah sarana dan PROGRAM PENGELOLAAN Dinas Kependudukan Persentase buku 100% Rp 40,000,000
Peng Pengelol Dinas prasarana (perangkat PROFIL KEPENDUDUKAN dan Pencatatan Sipil profil
Informasi Administrasi Kependudukan dan keras dan lunak) dalam 2 titik Rp 177,000,000 kependudukan
Kependudukan Pencatatan Sipil pengelolaan administrasi dan Be_“iho yang
kependudukan tersedia
Pembinaan dan Pengawasan Penyusunan Profil Dinas Kependudukan Persentase buku 100% Rp 40,000,000
terkait Pengelolaan Kependudukan dan Pencatatan Sipil profil
Informasi Administrasi Dinas Jumlah 57 Eerkengbgngan
Kependudukan umiah monev yang ependudukan
' Kiﬂ:ﬁiﬁ?&:ﬁn terlaksana kecamatan Rp 87,000,000 Kab. Lamongan
yang telah disusun
dan Baliho yang
telah terpasang
Bimbingan Teknis terkait Penyusunan Profil Data Dinas Kependudukan Jumlah Baliho 7 Baliho Rp 40,000,000
Pengelolaan Informasi Dinas Perkembangan dan Proyeksi dan Pencatatan Sipil terpasang
Administrasi Kependudukan Kependudukan dan L?;:E: F;enste;anis 96 orang Rp 90,000,000 KePeandUkan serta Kebutuhan
dan Pendayagunaan Data Pencatatan Sipil 6 yang lain
Kependudukan
Dinas Kependudukan Jumlah dokumen 50 Buku
dan Pencatatan Sipil profil kependudukan
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN Jumlah lembaga /
instansi yang 2 Instansi Rp 30,000,000
memanfaatkan
datakependudukan
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Penyusunan Profil Data
Perkembangan dan Proyeksi

Dinas

Kependudukan dan Jumlah Baliho terpasang 7 Baliho
Kependudukan serta Pencatatan Sipil Rp 30,000,000
Kebutuhan yang lain P P 35,599,
Jumlah dokumen profil
kependudukan 50 Buku
Total Rp 12,633,126,164
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2.5 Penelaahan Usulan Program Kegiatan

a. Penjelasan Tentang Proses Usulan Program/Kegiatan :
Dengan melihat faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal yang
mempengaruhi maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
telah mengambil langka-langkah antisipasi guna menghadapi segala hambatan yang ada
berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal sehingga Visi dan Misi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan dapat tercapai dengan baik.

b. Penjelasan Usulan Yang Dikaitkan Dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas
Pokok Dan Fungsi OPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya harus mampu melaksanakan pendaftaran penduduk dan
pencatatan sipil dengan mudah, efektif dan efesien sehingga program daerah yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lamongan tentang pelayanan admistrasi

kependudukan dapat terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku Kepentingan tahun 2021
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan

No Program / Kgiatan Lokasi | Indikator /Kinerja | Besaran/Volume | Catatan

1 2 3 4 5 6
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BAB Il

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat daerah juga dilakukan penelaahan

terhadap Kebijakan Nasional.

3.1 Telaahan Terdapat Kebijakan Nasional

Program Nasional di Bidang Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan
Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 adalah pemantapan Program Penataan
Administrasi Kependudukan dan tindak lanjut Program KTP- el.

Tindak lanjut Program KTP- el yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan penerapan KTP
berbasis NIK tunggal secara nasional dengan menggunakan SIAK. Selanjutnya NIK wajib
dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan Passport,
SIM, NPWP, Polis Asuransi, Sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen lainnya.

Dalam rangka mendukung tindak lanjut program Nasional KTP-el di Kabupaten
Lamongan maka yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan percepatan perekaman KTP- el bagi wajib KTP di Kabupaten Lamongan
untuk mendukung program nasional penerapan KTP-el di tahun 2021 dengan adanya
Kegiatan GEMILANG (Gerakan Mengurus Identitas Langsung), Pelayanan di Sekolah-
sekolah, Jemput Bola ke Desa-desa terpencil, Pelayanan Hari Minggu (MINCE) di Alun-
alun, Pelayanan hari sabtu mulai jam 8 pagi sampai jam 12 siang.

2. Pelaksanaan Cetak KTP-el di Kecamatan (27 Kecamatan di Tahun 2021) guna
memberikan pendekatan pelayanan Dokumen Pendaftaran Penduduk (KTP-el) dan
memecah kepadatan antrian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten
Lamongan.

3. Melaksanakan Jemput Bola Akta Kelahiran dan Akta Kematian di Kecamatan.

4. Pengentrian data Akta kelahiran yang lama kedalam aplikasi SIAK (BAKAK).
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5. Dukungan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan KTP- el Diperuntukkan bagi
perawatan perangkat keras pendukung operasional SIAK dan jaringan SIAK, koneksi
KTP- el dari kecamatan ke Data Center Kementrian Dalam Negeri RI dan dari Data
Center Kementerian Dalam Negeri Rl ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
berupa :

= Peralatan KTP-el (CPU, monitor, card reader, digital sign, fingger print, scanner,
camera, printer, UPS)

= Peralatan SIAK (CPU, Printer, scanner, UPS)

= Koneksi jaringan

= Server KTP- el Dinas

= Server KTP- el Kecamatan

6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pelatihan-pelatihan kepada
operator atau petugas.

7. Melaksanakan Sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur Desa dan Kecamatan, untuk
meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil dan mekanisme prosedur pelayanannya.

8. Digitalisasi atau alih media arsip/dokumen negara dan juga pemeliharaan
arsip/dokumen negara.

9. Kerjasama dengan instansi terkait guna memberikan pelayanan yang prima kepada

masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan visi Bupati/Wakil Bupati terpilih pada
pemilukada yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Sebagaimana disampaikan
pada pemaparan visi dan misi calon Bupati/Wakil Bupati di sidang DPRD dan sejalan
dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang termuat dalam tahapan ketiga
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun
2005-2025 dan RTRW Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031, Visi tersebut juga
disinergikan dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025 serta RPJM
Nasional Tahun 2020-2025 (NAWACITA), dari hasil integrasi dan harmonisasi beberapa

kebijakan tersebut ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2022-2026, adalah :

” TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN”
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Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi
yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s
dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan
secara komprehensif. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu :

Kejayaan Lamongan : adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten
unggul dan maju, sejahtera lahir batin, terdepan dalam pembangunan infrastruktur,

ekonomi dan sumber daya manusia di Jawa Timur

Berkeadilan : adalah suatu kondisi Lamongan yang semakinmerata pelaksanaan
pembangunan dan kondisi social ekonomi masyarakatnya serta semakin menurun
kondisi ketimpangan antar wilayah. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan untuk
melindungi dan membina masyarakat yang secara ekonomi dan sosial yang secara

kategori memerlukan perhatian lebih dengan kehadiran Pemerintah Daerah.

VISI: 5

“Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

ditempuh melalui lima misi sebagai berikut.
Misi 1.
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DAERAH MELALUI OPTIMALISASI

POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah dengan
mengoptimalkan berbagai potensi serta sektor unggulan, pengetahuan industry kecil dan
menengah / UMKM, pengembangan Pariwisata serta mendorong berkembangnya
ekonomi Kreatif (start Up)

Misi 2.

MEWUJUDKAN SDM UNGGUL, BERDAYA SAING DAN BERAHKLAK YANG

RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN ZAMAN, dengan penjelasan sebagai berikut:
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Misi ini dimaksudkan untuk mencetak sumber daya manusia yang unggul, sehat jasmani
dan rokhani, produktif, daya saing dan berakhlakul karimah dalam rangka menyambut
revolusi industry 4.0

Misi 3.

MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR HANDAL DAN BERKEADILAN YANG

BERWAWASAN LINGKUNGAN, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk membangun insfrastruktur yang mantap, merata dan

berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan

Misi 4.

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN BERMASYARAKAT YANG SEJAHTERA, RELIGIUS-
BERBUDAYA, AKTIF DALAM PEMBANGUNAN, SERTA LINGKUNGAN YANG
AMAN DAN TENTRAM, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang religious,
berbudaya, aman, tentram dalam relasi yang seimbang antara berbagai komponen
dengan tidak meninggalkan kearifan local masyarakat dan stakeholder pembangunan
Misi 5.

MENGHADIRKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DINAMIS SERTA
MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS SEBAGAI UPAYA
OPTIMALISASI REFORMASI BIROKRASI, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk menghadirkan tata kelola pemerintah yang demokratis,
transparan dan akuntabel berbasis digital dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang
yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evalusi

kebijakan.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Lamongan ke dalam
tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten

Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (Lima) dari RPIJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat daerah serta mengacu pada tujuan dan
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sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tahun 2021 — 2026, yaitu :
Tujuan

» Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik

Indikator : IKM Layanan Disdukcapil
Sasaran
» Menigkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan serta

Pelayanan Pemanfaatan NIK, KTP-el dan Data Kependudukan.

Indikator :
1. Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)

Prosentase Penerbitan Akta Kematian
Prosentase Penerbitan Akta Perkawinan
Prosentase Penerbitan Akta Perceraian

Prosentase Perekaman KTP Elektronik

o ok~ N

Prosentase Penerbitan KIA

3.3 Program Dan Kegiatan
Rumusan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan Tahun 2022. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan memiliki 5 Program, 15 Kegiatan, 38 Sub Kegiatan dengan rincian
sebagai berikut:

a. Program:

=

. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

N

. Program Pendaftaran Penduduk

w

. Program Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

ol

. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

b. Kegiatan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database

Kependudukan
Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Profil Kependudukan

c. Sub Kegiatan

1.

2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran

SKPD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran
Penduduk

Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan
Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk

Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa
Penting

Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil

Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi,
Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan

Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta

Kebutuhan yang lain
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Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diatas

dilaksanakan di Kecamatan dan Desa Seluruh Wilayah Kabupaten Lamongan.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu
indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPIJMD
Kabupaten Lamongan 2022-2026 dan untuk mendukung prioritas pemmbangunan daerah,
dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk
pemenuhan pelayanan pada Masyarakat terkait Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

« Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2022-2026, yaitu
‘“TERWUJUDNYA KEJAYAAN LAMONGAN YANG BERKEADILAN” ditempuh
melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPIJMD
Kabupaten Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5
(lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 5 (Lima) yaitu
“‘menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis serta memberikan pelayanan
publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi” dan Tujuan 4
(empat) dari RPJMD Kabupaten Lamongan yaitu “Mengoptimalisasi Reformasi
Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas

Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

» Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan sebagai berikut;
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Usulan Program dan Kegiatan OPD Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lamongan

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PERMENDARI 90 TAHUN 2019

Pagu:

Rp 9,785,862,025

Urusan/Bidang Urusan

Rencana Tahun 2022

Prakiraan Maju Tahun 2023

: Indikator Kinerja . Kebutuhan Sumber Catatan . Kebutuhan Bidang
KODE Pemsrmtahan Da_erah dan Program/Kegiatan Lokasi Targe_t capaian Dana/Pagu Dana Penting Targe_t capaian Dana/Pagu Pelaksana
rogram/Kegiatan kinerja Indikati kinerja s
ndikatif Indikatif
1) (2 () 4 (5) (6) (7 (8) (9 (10) (11)
1 Wajib
2112 |1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase 100% Rp 8,091,212,025 Rp 9,560,837,716
PEMERINTAHAN DAERAH terlayaninya unit kerja
KABUPATEN/KOTA internal sebagai
penunjang urusan
pemerintah daerah
2112 | 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Prosentase Dokumen Dinas 100% Rp 30,000,000 | APBD 100% Rp 36,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan yang Kependudukan
tersusun dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Dinas 3 dokumen Rp 15,000,000 | APBD 3 dokumen Rp 18,000,000
Perangkat Daerah Renstra, Renja, RKPD Kependudukan
yang tersusun dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Tersusunnya Laporan Dinas 100% APBD 100%
RKA Dokumen RKA Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan yang Dinas 7 laporan Rp 15,000,000 | APBD 7 laporan Rp 18,000,000
tersusun Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Prosentase laporan Dinas 100% Rp 4,349,210,762 | APBD 100% Rp 5,164,036,200
Daerah Keuangan yang Kependudukan
Terlaporkan dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.02 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Gaji dan Dinas 33 ASN Rp 4,314,210,762 | APBD 31 ASN Rp 5,122,036,200
Tunjangan ASN Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah laporan Dinas 14 laporan Rp 15,000,000 | APBD 14 laporan Rp 18,000,000
Keuangan Akhir Tahun SKPD keuangan akhir tahun Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
2112 |1 2.02 Koordinasi dan Penyusunan Laporan jumlah laporan Dinas 14 laporan Rp 20,000,000 | APBD 14 laporan Rp 24,000,000
Keuangan keuangan bulanan/ Kependudukan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran semesteran dan Pencatatan
SKPD Sipil
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12 | 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Prosentase Dinas 100% Rp 185,000,000 | APBD 100% Rp 150,000,000
Perangkat Daerah Administrasi Kependudukan
Kepegawaian yang dan Pencatatan
terpenuhi Sipil
12 | 01 | 2.05 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Jumlah Pakaian Dinas Dinas 72 Stel Rp 60,000,000 | APBD 72 Stel Rp 72,000,000
Atribut Kelengkapannya yang di adakan Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 | 1 205 | 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Jumlah Peserta Dinas 70 Orang Rp 25,000,000 | APBD 70 Orang Rp 30,000,000
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Kependudukan
Pelatihan Formal dan Pencatatan
Sipil
12 | 1 2.05 | 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- jumlah Peraturan Dinas 2 Peraturan Rp 100,000,000 | APBD 2 Peraturan Rp 120,000,000
Undangan perundang undangan Kependudukan
yang tersosialisasi dan Pencatatan
Sipil
12 | 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Prosentase Dinas 100% Rp 2,344,628,640 | APBD 100% Rp 2,813,554,368
Daerah Administrasi Umum Kependudukan
Perangkat Daerah dan Pencatatan
yang terpenuhi Sipil
12 |1 206 |1 Penyediaan Komponen Instalasi jumlah alat / komponen Dinas 11 jenis alat listrik Rp 8,000,000 | APBD 11 jenis alat listrik Rp 9,600,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor listrik dan penerangan Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 | 1 2.06 | 2 Penyediaan Peralatan dan jumlah perlengkapan Dinas 100% Rp 2,163,705,500 | APBD 100% Rp 2,596,446,600
Perlengkapan Kantor dan peralatan Kependudukan
pelayanan adminduk dan Pencatatan
yang terpenuhi Sipil
12 | 1 2.06 | 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga jumlah peralalatan yang | Dinas 36 jenis Rp 10,000,000 | APBD 36 jenis Rp 12,000,000
tersedia Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 | 1 2.06 | 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah penyediaan Dinas 5 Jenis Bahan Rp 20,000,000 | APBD 5 Jenis Bahan Rp 24,000,000
Bahan Komputer Kependudukan Komputer Komputer
dan Pencatatan
Sipil
jumlah penyediaan 33 Jenis ATK 33 Jenis ATK
barang ATK
12 | 1 206 | 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Bahan Cetak Banner Dinas 150 M2 Rp 10,021,440 | APBD 150 M2 Rp 12,025,728
Penggandaan Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Bahan Cetak Foto Copy 12775 Lembar 12775 Lembar
Bahan Cetak Penjilidan 70 Eksemplar 70 Eksemplar
12 | 1 2.06 | 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah jenis surat Dinas 9 jenis Rp 32,901,700 | APBD 9 jenis Rp 39,482,040
Peraturan Perundang-undangan kabar Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
Jumlah paket ucapan 1 paket 1 paket

melalui surat kabar
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12 2.06 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi jumlah makanan dan Dinas 50 nasi box, 70 Rp 100,000,000 | APBD 50 nasi box, 70 Rp 120,000,000
dan Konsultasi SKPD minuman yang tersedia Kependudukan snack, 102 air snack, 102 air
dan Pencatatan mineral mineral
Sipil
jumlah pemenuhan 40 Perjalanan 40 Perjalanan
rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar
daerah
12 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Jumlah Sarana dan Dinas 100% Rp 10,000,000 | APBD 100% Rp 12,000,000
Penunjang Urusan Pemerintah Prasarana yang Kependudukan
Daerah tersedia dan Pencatatan
Sipil
12 2.07 Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur yang Dinas 4 Pengandaan, 3 Rp 10,000,000 | APBD 4 Pengandaan, 3 Rp 12,000,000
tersedia Kependudukan lemari, 21 kursi lemari, 21 kursi
dan Pencatatan
Sipil
12 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Prosentase jasa Dinas 100% Rp 1,058,858,823 | APBD 100% Rp 1,261,030,588
Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Kependudukan
yang terbayarkan dan Pencatatan
Sipil
12 2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya jasa Dinas 100% Rp 8,000,000 | APBD 100% Rp 9,600,000
surat menyurat Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 2.08 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber | jumlah rekening yang Dinas 4 rekening Rp 290,700,000 | APBD 4 rekening Rp 348,840,000
Daya Air dan Listrik terbayarkan Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
12 2.08 Penyediaan Jasa Peralatan dan jumlah service Alat Dinas 1 tahun Rp 16,500,000 | APBD 1 tahun Rp 19,800,000
Perlengkapan Kantor Kantor dan Rumah Kependudukan
Tangga-AlatRumah dan Pencatatan
Tangga-Alat Pendingin Sipil
jumlah service 1 tahun 1 tahun
Peralatan Personal
Computer
jumlah service Personal 1 tahun 1 tahun
Computer
12 2.08 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum jumlah Jasa Tenaga Dinas 2 orang Rp 743,658,823 | APBD 2 orang Rp 892,390,588
Kantor Keamanan Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil
jumlah Jasa Tenaga 1 orang 1 orang
Supir
jumlah tenaga 18 orang 18 orang
administrasi
jumlah tenaga 6 orang 6 orang
administrasi TKK Bupati
jumlah Tenaga 5 orang 5 orang

Kebersihan




12 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Prosentase Dinas 100% Rp 113,513,800 | APBD Kab; 100% Rp 136,216,560
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan yang Kependudukan
Daerah terlaksana dan Pencatatan
Sipil
12 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya | jumlah pemeliharaan Dinas 15 kendaraan Rp 93,513,800 | APBD 15 kendaraan Rp 112,216,560
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dan perijinan Kependudukan
Perorangan Dinas atau Kendaraan kendaraan yang dan Pencatatan
Dinas Jabatan terbayarkan Sipil
12 2.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Jumlah Gedung yang Dinas 4 gedung Rp 20,000,000 | APBD 4 gedung Rp 24,000,000
Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan Pemeliharaan | Kependudukan
Rutin dan Pencatatan
Sipil
12 PROGRAM PENDAFTARAN Prosentase Dinas 100% Rp 154,120,000 100% Rp 184,944,000
PENDUDUK Perekaman KTP Kependudukan
Elektronik dan Pencatatan
Prosentase Sipil 32.00% 34.00%
Penerbitan KIA
12 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk Prosentase Pelayanan | Dinas 100% Rp 105,000,000 | APBD 100.00% Rp 126,000,000
Pendaftaran Kependudukan
Penduduk dan Pencatatan
Sipil
12 2.01 Pendataan Penduduk Non Permanen Jumlah pelayanan Dinas 27 Kecamatan Rp 20,000,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 24,000,000
dan Rentan Administrasi publik pendataan Kependudukan
Kependudukan pendudukrentan dan Pencatatan
administrasi Sipil
kependudukan
dilembaga/instansi
terkait
12 2.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah dokumen yang Dinas 30 dokumen Rp 15,000,000 | APBD 30 dokumen Rp 18,000,000
Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran | diterbitkan Kependudukan
Penduduk dan Pencatatan
Sipil
12 2.01 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Jumlah Pelayanan Dinas 30 kali Rp 70,000,000 | APBD 30 kali Rp 84,000,000
Penduduk Publik stelsel Aktif Kependudukan
Pemerintahan/ dan Pencatatan
Gemilang Sipil
Jumlah Pelayanan 32 mince 32 mince
Publik stelsel Aktif
Pemerintahan/ Mince
12 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Persentase Dinas 100% Rp 49,120,000 | APBD 100% Rp 58,944,000
Penduduk Ketersediaan Sarana Kependudukan
dan Prasarana dan Pencatatan
Penerbitan Dokumen Sipil
Pendaftaran
Penduduk
12 2.03 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Jumlah informasi Dinas 12 paket Rp 49,120,000 | APBD 12 paket Rp 58,944,000
Kepada Pemangku Kepentingan dan administrasi Kependudukan
Masyarakat terkait Pendaftaran kependudukan dan Pencatatan

Penduduk

Sipil
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12 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Prosentase Dinas 98.79% Rp 113,650,000 98.82% Rp 136,380,000
Kepemilikan Akta Kependudukan
Kelahiran (0-18 dan Pencatatan
Tahun) Sipil
Prosentase 100% 100%
Penerbitan Akta
Kematian
Prosentase 100% 100%
Penerbitan Akta
Perkawinan
Prosentase 100% 100%
Penerbitan Akta
Perceraian
12 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Pelaksanaan Dinas 27 Kecamatan Rp 98,650,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 118,380,000
Pelayanan Pencatatan | Kependudukan
Sipil dan Pencatatan
Sipil
12 2.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Pelayanan Dinas 27 Kecamatan Rp 15,000,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 18,000,000
Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Publik dalam Bidang Kependudukan
Peristiwa Penting Perubahan Akta dan Pencatatan
Pencatatan Sipil Sipil
12 2.01 Peningkatan dalam Pelayanan Jumlah pelayanan Dinas 48 kali Rp 83,650,000 | APBD 48 kali Rp 100,380,000
Pencatatan Sipil jemput bola akta Kependudukan
kelahiran danakta dan Pencatatan
kematian Sipil
12 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Tersedianya data Dinas 27 Kecamatan Rp 15,000,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 18,000,000
Perkawinan dan Kependudukan
Perceraian dan Pencatatan
Sipil
12 2.02 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah Jumlah petugas dalam Dinas 231 Orang Rp 15,000,000 | APBD 231 Orang Rp 18,000,000
dan Lembaga Non-Pemerintah di penerbitan pelayanan Kependudukan
Kabupaten/Kota dalam Penertiban Administrasi dan Pencatatan
Pelayanan Pencatatan Sipil Kependudukan Sipil
12 PROGRAM PENGELOLAAN Jumlah titik layanan Dinas 29 titik Rp 1,386,880,000 29 titik Rp 1,664,256,000
INFORMASI ADMINISTRASI yang terfasilitasi Kependudukan
KEPENDUDUKAN dengan SAK dan DKB dan Pencatatan
dalam urusan Sipil
Administrasi
Kependudukan
12 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan Tersedianya data Dinas 2 Laporan Rp 90,000,000 | APBD 2 Laporan Rp 108,000,000
dan Pemanfaatan dan Penyajian kependudukan bersih Kependudukan
Database Kependudukan per semester dan Pencatatan
Sipil
12 2.01 Pengolahan dan Penyajian Data Jumlah data penduduk Dinas 27 kecamatan Rp 47,054,000 | APBD 27 kecamatan Rp 56,464,800
Kependudukan yang dimutakhirkan Kependudukan

dan Pencatatan
Sipil
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12 2.01 Kerjasama Pemanfaatan Data Jumlah lembaga / Dinas 5 OPD/Instansi Rp 20,000,000 | APBD 5 OPD/Instansi Rp 24,000,000
Kependudukan instansi yang Kependudukan
melaksanakan PKS dan Pencatatan
Sipil
12 2.01 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Jumlah Instansi / Dinas 10 Rp 22,946,000 | APBD 10 Rp 27,535,200
Pembangunan Daerah Lembaga yang Kependudukan Instansi/Lembaga Instansi/Lembaga
tercukupi data dan Pencatatan
kependudukannya Sipil
12 2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Jumlah Sistem Dinas 1 Sistem Rp 98,880,000 | APBD 1 Sistem Rp 118,656,000
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Kependudukan yang dan Pencatatan
tersedia Sipil
12 2.02 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Jumlah kecamatan Dinas 27 Kecamatan Rp 98,880,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 118,656,000
Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, yang terintegrasi sistem | Kependudukan
Pengendalian, dan Pelaporan administrasi dan Pencatatan
Penyelenggaraan Adminduk terkait kependudukan Sipil
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan
12 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Jumlah Dinas 27 Kecamatan Rp 1,198,000,000 | APBD 27 Kecamatan Rp 1,437,600,000
Informasi Administrasi penyelenggaraan Kependudukan
Kependudukan urusan administrasi dan Pencatatan
kependudukan Sipil
12 2.03 Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah jumlah tenaga Dinas 78 orang Rp 188,000,000 | APBD 78 orang Rp 225,600,000
dan Lembaga Non-Pemerintah di pelayanan adminduk Kependudukan
Kabupaten/Kota dalam Penertiban yang terbayarkan dan Pencatatan
Pengelolaan Informasi Administrasi Sipil
Kependudukan
12 2.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Jumlah Insfrastruktur Dinas 110 unit Rp 990,000,000 | APBD 110 unit Rp 1,188,000,000
Administrasi Kependudukan Penyelenggaraan Kependudukan
urusan Administrasi dan Pencatatan
Kependudukan Sipil
12 2.03 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Perusahaan atau Dinas 2 instansi Rp 20,000,000 | APBD 2 instansi Rp 24,000,000
Kependudukan Lembaga/Instansi yang Kependudukan
memanfaatkan data dan Pencatatan
kependudukan Sipil
12 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Persentase buku Dinas 100% Rp 40,000,000 | APBD 100% Rp 48,000,000
KEPENDUDUKAN profil kependudukan Kependudukan
dan Baliho yang dan Pencatatan
tersedia Sipil
12 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan Persentase buku Dinas 100% Rp 40,000,000 | APBD 100% Rp 48,000,000
profil perkembangan Kependudukan

kependudukan Kab.
Lamongan yang telah
disusun dan Baliho
yang telah terpasang

dan Pencatatan
Sipil
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12 2.01 Penyusunan Profil Data Jumlah Baliho Dinas 7 Baliho Rp 40,000,000 | APBD 7 Baliho Rp 48,000,000
Perkembangan dan Proyeksi terpasang Kependudukan
Kependudukan serta Kebutuhan yang dan Pencatatan
lain Sipil
Jumlah dokumen profil Dinas 50 Buku APBD 50 Buku
kependudukan Kependudukan

dan Pencatatan
Sipil

Total

Rp 9,785,862,025

Rp 11,594,417,716

Lamongan, 7 Juli 2021

“N=NDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
{\BUPATEN LAMONGAN

ZENG WIDODO, S. Sos., M.M.

Pembina Tk.1

NIP. 19681219 198903 1 004
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BAB V
PENUTUP

a. Catatan Penting

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Lamongan Tahun 2022 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan
pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan digunakan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan merupakan jabaran dari Renstra
Peangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu
anggaran disusun lebih rinci agar mempermudah pelaksanaan dan evaluasi tiap
program dan kegiatan yang direncanakan.

Program Kegiatan yang telah disusun dalam Renja Perangkat Daerah Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan merupakan hasil analisis
dan kajian yang cermat untuk menjadi pedoman di dalam pelaksanaan program dan
kegiatan di tahun 2022, tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan

perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Lamongan Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai strategi yaitu menjembatani antara perencanaan pada
Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra
Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi,

misi daerah.
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Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Lamongan mempunyai tanggung jawab untuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan
kewenangannya,
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran.
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

c. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2022, selanjutnya Renja Tahun 2022 akan
dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

» WIDODO, S.Sos., M.M.
= Pembina Tk.1
IP: 19681219 198903 1 004
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